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ABSTRAK

St. Zubaidah, NIM. 170311020022, Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada
Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan di bawah Pembimbing I: Prof. Dr.
H.M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum., dan Pembimbing Il: Dr. Hj. Gusti Muzainah,
SH., MH., Disertasi, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2023.

Kata kunci: usia kawin, dispensasi kawin, penetapan hakim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permohonan perkara
dipensasi kawin di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam kurun waktu
2019 sampai dengan 2021, dengan jumlah 3.443 perkara. Dispensasi kawin
merupakan cara legal untuk melaksanakan perkawinan bagi pasangan yang belum
mencapai usia kawin yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019
pada Pasal 7 ayat (1), yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tidak semua
permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim, tetapi ada juga yang
ditolak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk analisis penetapan
dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
statute approach-case approach. Data primer penelitian ini mencakup wawancara
dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder meliputi penetapan perkara
dispensasi kawin pada 13 Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, buku-buku
dan artikel jurnal hukum, yang didapatkan melalui teknik dokumentasi. Metode
analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif dengan penelitian bersifat
preskriptif.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, Pertimbangan
hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara
dispensasi kawin menggunakan beberapa dasar dan pertimbangan hukum, untuk
menerima maupun menolak permohonan yang diajukan sepanjang bersesuaian
dengan peraturan yang telah ada serta dapat memberikan manfaat yang terbaik
bagi calon mempelai di bawah umur. Kedua, Hakim Pengadilan Agama
Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin menggunakan
metode penemuan hukum, yaitu melalui interpretasi sosiologis atau teleologis,
yaitu makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan
artinya peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan nilai-nilai
kemasyarakatan. Ketiga konstruksi pertimbangan dispensasi kawin pada
Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, dalam menjahtuhkan penetapan
dispensasi kawin dapat dikabulkan atau tidak, berdasarkan pada nilai-nilai
yuridis, filososif dan sosilogis, yang didasarkan pada asas kepentingan terbaik
bagi calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin. Aspek kemaslahatan
dan kemanfaatan, jaminan dan komitmen orang tua yang akan selalu memberikan
bimbingan, mengarahkan dan memotivasi rumah tangga anak-anak mereka
sehingga menjadi rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana maksud
tujuan perkawinan.



ABSTRACT

St. Zubaidah, NIM. 170311020022, Analysis of Decision Marriage Dispensation
at the Religious Courts in South Kalimantan, under the guidance of the first
Advisor: Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., and the second Advisor: Dr.
Hj. Gusti Muzainah, SH., MH., Dissertation, Postgraduate Program at UIN
Antasari Banjarmasin, 2023.

Keywords: marriage age, marriage dispensation, court decision

The background of this research is the large number of applications for
marriage dispensation at the South Kalimantan Religious Court during the period
of 2019 to 2021, with a total of 3.443 cases. Marriage dispensation is a legal way
to carry out marriages for couples who have not reached the age of marriage
stipulated by the Law Number 16 of 2019 in Article 7 paragraph (1), namely 19
years for men and women. Not all requests for marriage dispensation were granted
by the Judge, some were rejected. Therefore, this study aimed to analyze the
determination of marriage dispensation at the Religious Courts in South
Kalimantan.

This research is a normative legal research with a statute-case approach.
The primary data of this study includes interviews with research informants, while
the secondary data includes the determination of cases of dispensation of marriage
at 13 religious courts in South Kalimantan, books and articles in legal journals,
which were obtained through documentation techniques. The analytical method
used is qualitative analysis with prescriptive research.

This research resulted in several findings. First, the legal considerations of
the judges at the Religious Courts in South Kalimantan in adjudicating cases of
marriage dispensation used several legal ground and legal considerations, to
accept or reject an application as long as it complies with the existing regulations
and can provide the best benefits for prospective underage brides. Second, the
judges at the South Kalimantan Religious Court in trying cases of marriage
dispensation used the method of legal finding, namely through sociological or
teleological interpretation, namely the meaning of the law was determined based
on societal goals, meaning that laws and regulations were adapted to new social
relationships and situations. Third, the consideration construction of marriage
dispensation at the Religious Courts in South Kalimantan, in deciding whether the
decision of marriage dispensation can be granted or not, was based on juridical,
philosophical, and sociological values, which were based on the principle of the
best interests of the prospective bride and groom who were applying for marriage
dispensation. The aspect of benefit, assurance, and commitment of parents who
will always provide guidance and motivate their children’s households will be
able to make the household prosperous and happy as the purpose of marriage.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman
pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan

0593/1987.
I. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba B Be
< ta’ T Te
< tsa’ Ts te dan es
z jim J Je
d ha’ H ha kecil
d kha’ Kh ka dan ha
3 dal D De
3 dzal Dz de dan zet
J ra’ Er
J zai Z Zet
o sin Es
ok syin Sy es dan ye
o shad Sh es dan ha
ua dad Dh de dan ha
] tha’ Tha te dan ha
] zha’ Zh zet dan ha
' ‘ain ‘ koma terbalik di atas
& gain Gh Ge dan ha
o fa’ F Ef

Xi




d qaf Q Qi
d kaf K Ka
J lam L ‘el
a mim M ‘em
o nun N ‘en
3 waw wW We
® ha’ H ha besar
s hamzah X apostrof
¢ ya’ Y Ye
I1. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
»Sia Ditulis mutakabbir
(o g481) Ditulis al-quddas
1. Ta’ marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
daaly Ditulis jami’ah
dsa Ditulis maktabah

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka

ditulis dengan h

Aiaal) Ascal) Ditulis al-maktabah al-jamilah

IV. Vokal pendek

- Fathah Ditulis a

— Kasrah Ditulis i

- Dammah Ditulis u
S Fathah Ditulis syakara
i@ Kasrah Ditulis quri’a
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b Dammah Ditulis yanthiqu

V. Vokal Panjang

fathah + alif Ditulis A
1 alals Ditulis kamilah
fathah + ya mati Ditulis A
’ e Ditulis shalla
kasrah + ya mati Ditulis T
’ Had Ditulis syadid
dammah + wawu mati Ditulis U
) 252 Ditulis shuddr

VI.  Vokal Rangkap

fathah + ya mati Ditulis Al
. AIES) Ditulis ruwaidun
fathah + wawu mati Ditulis Au
2 Y 53 e Ay Ditulis wa fir ’auna dz7 al-autad

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apost‘rof“
WIS i) asifl Ditulis a’antum asyaddu khalgan
VIIl. Kata sandang alif+lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
O Al Ditulis Al-Qur’an
sty Ditulis Al-kitab
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan di-idgamkan

all Ditulis ash-shubhu
8 alul) Ditulis as-sahirah
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IX.  Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

Cmal) o) Ditulis birru al-walidaini

AR Ditulis Idza asy-syamsu
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